
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2, Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a, bahwa sebagai penjabaran dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2008-2013 (Pedoman Transisi], maka
Pernerintah Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana
Kerja Femerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 sebagai
reneana pembangunan tahunan daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan
Mentcri Dalarn Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tala Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan Oaerah dan
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, Reneana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Provinsi
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menei:apkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014.
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201:1
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Oaerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan .Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)Provinsi Sumatera Selatan 2005-
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

10. Peraturan Oaerah ProvinsiSumatera Selatan Nomor9 Tah'tn
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekriis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 3 Seri 0) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(LembaranDaerah Tahun 2012 Nomor7);
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PENDAHULUAN.
EVALUASIDANCAPAIANKINERJA
PEMBANGUNAN.
RANCANGANKERANGKAEKONOMI MAKRO
DANKEBIJAKANKEUANGANDAERAH.
TEMA PEMBANGUNANTAHUN2014.
RENCANAPROGRAMDANKEGIATANPRIORITAS.
RENCANA PEMBANGUNAN BERDlMENSI
KEWILAYAHAN.
PENUTUP.g. BAB VII

d. BABIV
e. BAB V
f. BAB VI

c. BAB III

a. BAB I
b. BAB II

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (I) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pasal2

(2) Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) disusun dengan tujuan untuk
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus
dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2014.

(I) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGRENCANAKERJAPEMERINTAH
DAERAHPROVINSISUMATERASELATANTAHUN2014.

MEMUTUSKAN :

1l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6
Tahun 2009 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13
Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan
2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

- 3 -



BERITADAERAHPROVINSISUMATER!\SELATAN
TAHUN2013 NOMOR

1

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal !-) , ~'_ 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATANL.

I /i/~'1 X NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal I-}'~' 2013

SEKR TARIS DAERAH
PROVIN SUMATERA SELATAN,

Agar setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya
dalam Berita Daerah ProvinsiSumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa15

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
melaksanakan Program/Kegiatan berdasarkan urusan
masing-masing dengan mempedomani Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)ini.

(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan
penyesuaiari/review terhadap Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan
Program/Kegiatan dan pagu indikatif yang terdapat
dalam RKPDProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2014.

Pasal4

lsi beserta uraian naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal3
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SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN, 
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YUSRI EFFENDI 


